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SINOPSIS

Perwujudan Desa Mandiri melaui Program ADD sebesar 10 % atau Rp. 60 Triliun oleh
Pemerintah Pusat merupakan salah satu bentuk dari pengaplikasian otonomi pemerintaha
tingkat desa yang salah satu desa penerima ADD adalah Desa Banjargo, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2016 Desa Banjargo, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan ADD sebesar Rp.283. 984.000,00.
Besaran dana desa yang tinggi mewajibkan semua elemen turut serta dalam pengelolaannya,
begitu juga dengan BPD. Peran BPD dalam pengawasan ADD di Desa Banjargo terdapat
permasalahan yakni terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas sehingga
mengakibatkan fungsi pengawasan sedikit terganggu. Rumusan masalah penelitian ini adalah
bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Aloks Dana
Desadi Desa Banjargo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Subjek penelitian ini
adalah sekretaris Desa Banjargjo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjargo, dan
selebihnya adalah warga Desa Banjargjo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.
Metode pemilihan subjek menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Pengawasan BPD terhadap ADD di Desa Banjargjo sudah bailk meskipun mengalami
beberapa kendala terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas. Pengawasan yang
dilakukan BPD terhadap ADD di Desa Banjarejo dari lingkup akuntabilitas terlihat baik
karena dalam prosesnya melalui proses evaluasi secara periodik dan dilaporkan secara
struktural. Sedangkan dari lingkup tranparansi sudah baik hal ini dapat dilihat dari sudah
adanya papan pengumuman alokasi dana desa di Desa Banjargjo. Sedangkan responsilitinya
terlihat dari selalu adanya pendampingan dari BPD terkait dengan alokasi dana desa di Desa
Banjargo.

Kata kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Alokasi Dana Desa (ADD)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia yang dimula sgjak tahun 2001 merupakan suatu solusi
aternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia yang terlihat dari luas wilayah
serta luasnya cakupan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan daerah menyebabkan
kinerja dari pemerintah pusat menjadi tidak efektif mengingat semakin bertambahnya jumlah
penduduk, keberagaman dan kompleksitas dari kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah akan
berdampak pada pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan dari masyarakat di daerah
tersebut. Maksud dari penjelasan tersebut juga dapat dipahami sebagai wujud desentralisasi
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diharapkan dengan
pemberian otonomi darerah tersebut derah dalam lebih mudah untuk melakukan

pembangunan dan mampu meningkatkan kesejahteraan (istigomah:2015).

Implementasi desa mandiri bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa
untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus
bertambah pula beban tanggung jawab dan kewgiban desa, namun demikian
penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Sistem
pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme
penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa
mempunyai kedudukan di bawah Kementerian Dalam Negeri.Undang-undang ini mejelaskan
juga bahwa desa mempunyai sumber pendapaan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa,
bagi hasil pgak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.Bantuan keuangan dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendaatan dan belanja daerah

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.Konsekuensi dari
pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi
fiskal. Redlisas pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana
perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana

Desa (ADD) (Tangkilisan:2003).

Alokas Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten/K ota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Pennusyawaratan Desa
(BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan
dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya
peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa
(Dwiyanto:2008). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan
stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayal program Pemerintah
Desa yang ditunjang dengan partisipass swadaya gotong royong masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Alokasi
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Dana Desa (ADD) diatur oleh Permendagri 113 tahun 2014, yang mana didalamnya pada
BAB Il menerangkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas trasparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Serta dalam BAB
Il pasal 3 dirangkan juga bahwa kepala desa adalan pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % yang bersumber dari DBH dan DAU yang
dialokasikan dalam APBD kabupaten/kota, dari hasil pgak dan retribus daerah serta
pendapatan asli desa.Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam

musyawarah desa yang partisipatif.Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesq). Fungsi ADD antara lain Ggji aparat desa, pembentukan BUMDes, Bank Desa,
Pasar Desa, pinjaman moda secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan
UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif
lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan ADD selama ini lebih berkecenderungan sebatas
pemerataan anggaran bagi masing-masing RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka

panjang bagi pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2016 Desa Banjargjo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul
mendapatkan ADD sebesar Rp.283. 984.000,00. Dimana anggaran ini diguanakan untuk gaji
aparatur pemerintah sebesar 45 % (Rp.127.792.800) untuk gaji aparur pemerintahan desa,
selebihnya digunakan untuk pembentukan BUM Des, dan peningkatan kapasitas warga untuk
meningkatkan pendapatan (pelatihan batik dan pemberian modal bergulir bagi warga), tetapi

hasilnya belum sesuai dari yang diharapkan (laporan ADD Banjarejo tahun 2016).



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagal unsur penyelenggara
desa.Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 lebih
lanjut dinyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepaa Desa; menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.
Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang

demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat (Putra:2013).

Melihat pernyataan diatas, maka di dalam pengalokasian dana desa tersebut
diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan
pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran
desa dilakukan dengan melihat rencana awa program dengan realisasi pelaksanaannya.
Kesesuaian antara rencana program dengan realisas program dan pelaksanaannya serta
besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan
BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan
pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD mengangapnya tidak menjadi

masal ah.

Didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desadi Desa Banjargjo, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Gunungkidul masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah
masih rendahnya Pendapatan Adli Desa yang diperoleh oleh Desa. Permasalahan dalam
pelaksanaan alokas dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola aokasi dana desa

baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakat di desa dalam perencanaan,
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pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Pengawasan yang dilakukan oleh

BPD jugamenjadi perhatian dalam penelitian ini.

Tingkat pengetahuan anggota BPD yang kurang terhadap pengelolaan ADD
berakibat besar dalam pengawasan ADD. Hal ini terlihat dari adanya kasus dugaan korupsi
ADD (sorotgunungkidul.com, diakses pada 9 April 2017).Pengalokasian ADD yang kurang
transparan oleh Aparatur Pemerintahan Desa Banjarejo menjadi salah satu penyebab dari
rawannya penyelewengan ADD ini. Adapun besaran ADD yang diterima oleh Desa
Banjargo pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.283.984.000,00 (Sorotgunungkidul.com,
diakses pada 7 April 2017). Ketidaktransparan ini mengakibatkan hubungan informasi dari
BPD dan Aparatur Pemerintahan Desa Banjarejo kurang begitu signifikan, terlihat dari hanya
diadakan 1 kali kordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa Banjargjo. Oleh karenaitu dalam
6 (enam) bulan terakhir BPD hanya sekali melakukan kordinasi secara internal, yakni berisi
tentang permasalahan interaksi di lingkungan BPD Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Gunungkidul. Serta Badan Permusyawaratan Desa mengalami permasalahan yang
berkaitan dengan pengawasan laporan pertanggungjawaban dari setiap pedukuhan yang

belum terselesaikan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi
pengawasan Aloks Dana Desa di Desa Banjargjo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten

Gunungkidul ?
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